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ABSTRACT 
Indonesia is facing challenge of medicines prices. Many people complaining about high price of medicines. Several 
efforts have been done by the government, however access people to the medicines is still a big issue. To improve the 
affordability of medicines for public, the policy related to the medicines prices need to be revised. In addition, the appropriate 
of this policy would lead to the efficient of medicines expenditure. Study from other countries experience is a good way 
to do in order to understand the issues comprehensively, anticipate the pitfall of the policy, and address to solve the key 
problems of medicines prices. Based on the study, it can be concluded that medicines prices cannot be lower without 
government intervention. Indonesia that following to the market mechanism for medicines prices can intervene the price 
indirectly through several policies such as providing reference prices and pharmaco-economic evaluation for new drugs, 
oblige pharmacy industries to be transparent in term of their policy for fixing the medicines prices in the market, limited 
umee too" medicines, adding the item number of generic medicines, and keep promoting the use of generic medicines 
which connecting with incentives for physicians and pharmacies. Furthermore, the management of public medicines should 
be more efficient and accountable. 
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PENOAHULUAN 
Kebijakan harga obat erat hubungannya dengan 
akses masyarakat terhadap obat. Bermacam model 
kebijakan harga obat dari berbagai negara sangat 
menarik untuk dipelajari dan dikaji, tetapi intisari 
dari berbagai model tersebut akhirnya tetap berakhir 
kepada pertanyaan apakah kebijakan harga obat 
yang ada sudah mendekatkan akses masyarakat 
terhadap oba t, yang implikasinya adalah akses 
terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu 
kebijakan harga obat merupakan bagian penting 
dari reformasi sektor kesehatan, terlebih mengingat 
komponen belanja obat di Indonesia sudah berkisar 
40% dari belanja kesehatan (WHO, 2006). 
Secara umum kebijakan harga obat dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan harga obat pada 
negara-negara (umumnya negara maju) yang sudah 
mempunyai sistem asuransi kesehatan nasional yang 
telah berjalan baik, contohnya: Australia , Jepang, 
Jerman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah 
negara yang mempunyai sistem asuransi kesehatan 
nasional yang baru (belum) dikembangkan, seperti 
Indonesia, Malaysia dan India. Sistem asuransi 
kesehatan memungkinkan pemerintah atau pihak 
asuransi untuk mengatur harga obat, sehingga industri 
farmasi dalam menetapkan harga jual obat harus 
selalu berkompromi dengan pihak pemerintah atau 
pihak ketiga lain (Sweeny Kim, 2005). 
Kebijakan harga obat di Indonesia sampai saat ini 
masih mengacu kepada mekanisme pasar, sehingga 
di pasaran dapat terlihat bahwa obat yang berbeda 
nama, tetapi kandungan zat berkhasiat sama atau 
untuk obat yang sama, dapat terjadi perbedaan harga 
yang cukup bermakna. Hasil studi dari Badan Litbang 
memperlihatkan bahwa harga amoksisilin branded 
harganya jauh lebih mahal sampai 10 kali lipat dari 
amoksisilin generik, padahal obat terse but telah habis 
masa berlaku patennya. Contoh lainnya Ciprofloxacin 
branded di rumah sakit A, harganya dapat 2 kali 
lipat dari di rumah sakit 8 walaupun Ciprofloxacin 
tersebut berasal dari satu pabrik dan kedua rumah 
sakit tersebut berdomisili di Jakarta. Di sini terlihat 
bahwa kebijakan harga obat yang mengacu kepada 
mekanisme pasar menempatkan posisi obat yang 
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